DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 171/05/KEP.PIMP.DPRD/2010
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

bahwa sehubungan adanya kegiatan yang
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang
belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran
2010 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD, maka untuk kelancaran
pelaksanaanya  Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD periu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu
ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Sumedang tentang Persetujuan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah dalam Lingkunga
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

34



Pembentukan Ka
bu
Kabupaten Suba paten Purwakarta dan

Ng dengan
Undang Nomor 14 gTElhll:l-'.\’e‘l.\‘5;.'3‘[J’E?lglitl1 Ut:?l?:r?g;

Lingkungan Propinsi
Negara Republik Indones:
Tambahan Lembaran
Nomor 2851):

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ten
:Er_‘?ﬁ'enggaf_ aan Negara yang Bersih dan Be‘iﬁ
NEE” orupusi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang
Perimbangan Keuangan an

or 33 Tahun 2004 tentang
oo tara Pemerintah Pusat
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11.

12

13.

14.

15.

itahan Daerah (Lembaran Negara
giaer;u;ﬁcmenl?atjgnema Tahun 2004  Nomor
126, Tambahan Lergbaran Negara Republik

nesia Nomor 4438).
1lii?éirtal?xturam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemrintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576),
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan ‘Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
1685, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
!::':13:3 t:tﬂafamn Keuangan dan Kinerja Instansi
it nzooé er:nbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
‘::::gngﬁmb:gtan Urusan Pemerintahan antara
Sobshivari emerintah Daerah Propinsi, dan

n Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

2,57

23.

Negara Republik Indones;i
a Tah
Tambahan Lemba Bl e o

ran Negara R i :
Nomor 4737) eg epublik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahy
2006 tentang Pedoman Pz?}egeloiaan Keuanga:
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1
Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2007 Nomor 1 Seri E):

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

" Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nuran&
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organsisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sum.edang Tahun
2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

n Sumedang Nomor 2
Peraturan Daerah Kabupate

n Atas Peraturan

Tahun 2010 tentang Perubaha L Tatum
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
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Memperhatikan

24

25.

26.

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3),
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daergh
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor
2),

P}eraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2010 tentang Penjabran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tanggal
25 Januari 2010;
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Pembangunan Bidang
Kesehatan;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.
578-Disdik/2010 tentang Bantuan Keuangan untuk
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Propinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah:

Surat Bupati Nomor 900/1 935/BPPKAD/2010
tanggal 16 Aprii 2010 tentang Permohonan
Persetujuan Pimpinan DPRD tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sumedang No 06 Tahun
2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2010;

Keputusan Hasil Rapat Pimpinan DPRD tanggal
29 April 2010 tentang Persetujuan Pimpinan
DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 06 Tahun 2010 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun 2010:
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Menyetujui Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penjabaran

;LS?g_aran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis
dapat diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada
Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Keuangan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini

Kepada Saudara Bupati agar melaporkan secara
berkala mengenai data realisasi bantuan tahun berjalan
yang telah dicairkan,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkandi : SUMEDANG
pada tanggal : 29 April 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

S —

s

YAYA WIDARYA
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WAKIL KETUA WAL KETUS R

Drs. H. SARNATA Ir. EDI ASKHAR]

&:5_5._&_5__5_1 GUNAWAN

Salinan:
1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
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